SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan
daerah harus dilaksanakan secara transparan,
akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan
prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik
sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan
perencanaan dan program yang telah dituangkan
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun
pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah
daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan

berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan,;
c. bahwa untuk memberikan kepastian
hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan
pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang



Mengingat

1.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

7. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah ikhtisar sumber daya ekonomi yang

menambah ekuitas dan penggunaannya yang



dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode

pelaporan.

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun

anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:

o

f.

g.

C. neraca;
d.

€.

laporan operasional;

laporan arus kas;

. laporan realisasi anggaran,;

.laporan perubahan saldo anggaran lebih;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan

ikhtisar

laporan keuangan badan usaha milik

Daerah/perusahaan Daerah.

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.
b.

C.

Uraian laporan realisasi

pendapatan
belanja
transfer
surplus
pembiayaan

1. penerimaan
2. pengeluaran
3. pembiayaan
netto

sisa lebih
pembiayaan

anggaran

Rp2.224.528.767.430,83;
Rp2.120.577.245.587,10;
Rp0,00;

Rp103.951.521.843,73;

Rp109.134.227.429,44;
Rp0,00;

Rp109.134.227.429,44;

Rp213.085.749.273,17.

anggaran sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan
sejumlah
Rp13.413.731.962,17 dengan rincian sebagai
berikut:

1. anggaran Rp2.237.942.499.393,00;
pendapatan setelah
perubahan

2. realisasi Rp2.224.528.767.430,83;
selisih kurang Rp13.413.731.962,17;

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan
transfer sejumlah Rp226.549.736.235,34 dengan
rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja Rp2.347.126.981.822,44;
dan transfer
setelah perubahan

2. realisasi Rp2.120.577.245.587,10;

selisih kurang Rp226.549.736.235,34;

c. Jumlah selisih lebih antara anggaran dengan
realisasi surplus sejumlah Rp213.085.749.273,17

dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran defisit Rp109.134.227.429,44;
setelah perubahan

2. realisasi surplus Rp103.951.521.843,73;
selisih lebih Rp213.085.749.273,17;

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp50.255.000,00 dengan
rincian sebagai berikut:

1. anggaran Rp109.184.482.429,44;
penerimaan
pembiayaan
setelah perubahan

2. realisasi Rp109.134.227.429,44;




selisih kurang

e. Selisih anggaran dengan realisasi

Rp50.255.000,00;

pengeluaran

pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian
sebagai berikut:
1. anggaran Rp0,00;
pengeluaran
pembiayaan
setelah perubahan
2. realisasi Rp0,00;
selisih Rp0,00;

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto

sejumlah Rp50.255.000,00 dengan rincian sebagai

berikut:

1. anggaran
pembiayaan netto
setelah perubahan

2. realisasi

selisih kurang

Pasal 5

Laporan perubahan

Rp109.184.482.429,44;

Rp109.134.227.429,44;

saldo

Rp50.255.000,00.

anggaran lebih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b

per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih

awal

b. penggunaan saldo

anggaran lebih

c. sisa lebih
pembiayaan
anggaran

d. saldo anggaran lebih
akhir

Rp109.134.227.429,44;

Rp109.134.227.429,44;

Rp213.085.749.273,17;

Rp213.085.749.273,17.



Pasal 6
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. jumlah aset Rp13.947.750.367.008,00;

b. jumlah kewajiban Rp56.773.296.673,00;

c. jumlah ekuitas Rp13.890.977.070.335,00.
Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf d per 31 Desember 2025 sebagai berikut:
a. pendapatan-LO Rp2.378.285.364.889,00;
b. beban-LO Rp2.244.643.862.531,94;
c. defisit dari kegiatan non (Rp79.789.801.170,69);
operasional-LO
d. pos luar biasa-LO (Rp1.402.721.671,00);
e. surplus-LO Rp52.448.979.515,37.

Pasal 8
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2025 sebagai

berikut:

a. saldo kas awal per 1 Rp109.069.571.129,44;
Januari 2025

b. arus kas bersih dari Rp331.186.543.954,73;

aktivitas operasi
c. arus kas bersih dari (Rp227.235.022.111,00);

aktivitas investasi

d. arus kas bersih dari Rp0,00;
aktivitas pendanaan

e. arus kas bersih dari Rp64.656.300,00;
aktivitas non anggaran

f. saldo akhir kas di Rp213.085.749.273,17;
Bendahara Umum

Daerah



g. saldo akhir kas di Rp0,00;
bendahara

h. penerimaan saldo akhir Rp0,00;
kas di bendahara
pengeluaran

i. saldo akhir kas Rp49.630.000,00;
lainnya

j- saldo kas akhir per 31 Rp213.135.379.273,17.

Desember 2025

Pasal 9
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2025

sebagai berikut:

a. ekuitas awal Rp13.838.275.297.985,70;
b. surplus-LO Rp52.448.979.515,30;
c. koreksi-koreksi (Rp252.792.834,00);
kesalahan
d. ekuitas akhir Rp13.890.977.070.335,00.
Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif

atas pos laporan keuangan.

Pasal 11
Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

a. Lampiran I :  berisi laporan realisasi
anggaran pendapatan dan
belanja Daerah tahun
anggaran 2025 terdiri atas;

Lampiran I.1 : berisi ringkasan laporan

realisasi anggaran menurut



Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV
Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

. berisi

. berisi

urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

ringkasan APBD yang

diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

: berisi rincian APBD menurut

urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, dan

jenis pendapatan, belanja, dan

pembiayaan;

: berisi rekapitulasi realisasi
belanja menurut urusan
pemerintahan daerah,

organisasi, program, dan sub

kegiatan,;

: berisi laporan perubahan saldo

anggaran lebih;

: berisi LO;

laporan perubahan

ekuitas;

: berisi neraca;

: berisi laporan arus kas;

: berisi catatan atas laporan
keuangan;

: berisi daftar rekapitulasi
piutang Daerah;

: berisi daftar rekapitulasi
penyisihan piutang tidak
tertagih;

: berisi daftar rekapitulasi dana

bergulir dan penyisihan dana

bergulir;
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Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI

Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

. berisi

. berisi

. berisi

: berisi daftar penyertaan modal

Daerah;
: berisi daftar rekapitulasi
realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap
daerah;

: berisi daftar rekapitulasi aset

tetap;
daftar rekapitulasi

konstruksi dalam pekerjaan;

: berisi daftar rekapitulasi aset

lainnya;
daftar dana cadangan

daerah;

: berisi daftar kewajiban jangka

pendek;

: berisi daftar kewajiban jangka

panjang;

: berisi daftar sub kegiatan yang

belum diselesaikan sampai

akhir tahun anggaran 2025

dan  dianggarkan  kembali
dalam tahun anggaran
berikutnya;

: berisi ikhtisar laporan

keuangan badan usaha milik
daerah/ perusahaan daerah

terdiri atas;

: berisi ikhtisar laporan
keuangan (neraca) badan
usaha milik

daerah/perusahaan daerah;
ikhtisar laporan
keuangan (laporan laba/rugi)
milik

badan usaha

daerah/perusahaan daerah.
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Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran
pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 10 Agustus 2026

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO
LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(4-101/2026)
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

a %)\ Ditandatangani secara
9 2] elektronik oleh:
O &

YENI APRILIAWATI



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

UMUM

Berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir. Pada Pasal 320 ayat (2) menyatakan bahwa laporan keuangan
paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan
saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas,
laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Laporan keuangan ini menjadi salah satu upaya konkrit untuk
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun
mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara
umum.

Dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah, Wali Kota
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari segi manfaat (outcome).



PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan transfer adalah transfer bantuan
keuangan kepada pemerintah daerah lainnya.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.



Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 181
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